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	Abstract: This study aims to provide a juridical analysis of the judge’s legal considerations and decision in a criminal case involving fraud through social media based on Makassar District Court Decision Number 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. This study employs normative legal research using a Legal Case Study approach. The research data were obtained through literature research and field research and were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results show that the judge’s legal considerations in the case were based on the applicable legal provisions, the Public Prosecutor’s single indictment, evidence, and facts established during the trial. The judge examined the elements of being a person subject to criminal liability, acting intentionally and without legal authorization, disseminating false and misleading information resulting in consumer losses in electronic transactions, and continuing offenses, ultimately finding the defendant legally and convincingly guilty. In the judgment, the defendant was sentenced to 2 (two) years of imprisonment and a fine of IDR 10,000,000. However, based on the analysis, the sentence was considered disproportionate to the defendant’s conduct and insufficient to provide an optimal deterrent effect for both the perpetrator and society. This assessment also takes into account the substantial losses suffered by the victims. Therefore, sentencing in cases of fraud through social media should proportionately consider the offender’s culpability, the impact on victims, legal certainty, justice, legal utility, and the preventive objectives of criminal punishment.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan dan putusan hakim dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta unsur perbuatan berlanjut, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dari sisi putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00. Namun, berdasarkan analisis penelitian, pidana tersebut dinilai belum setimpal dengan perbuatan terdakwa dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun masyarakat. Penilaian tersebut juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami para korban. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam perkara penipuan melalui media sosial perlu mempertimbangkan secara proporsional kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan tujuan pencegahan tindak pidana.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut memungkinkan komunikasi, pertukaran informasi, aktivitas ekonomi, dan berbagai bentuk transaksi dilakukan secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk sebagai sarana interaksi sosial dan transaksi elektronik. Kemajuan tersebut memberikan berbagai kemudahan, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan potensi penyalahgunaan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan. 
Perubahan pola interaksi masyarakat dari komunikasi konvensional menuju komunikasi berbasis internet telah melahirkan ruang baru dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Media sosial menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menawarkan barang atau jasa, serta melakukan transaksi. Kemudahan tersebut menjadikan transaksi melalui media sosial semakin berkembang karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Namun, karakter ruang digital yang tidak mengenal batas geografis juga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi. 
Salah satu bentuk cybercrime yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial adalah tindak pidana penipuan melalui media sosial. Penipuan melalui media sosial pada dasarnya merupakan bentuk penipuan yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana melakukan perbuatan. Modus yang digunakan dapat memanfaatkan kemudahan komunikasi dan transaksi elektronik untuk membangun kepercayaan korban, memberikan informasi yang tidak benar, atau mengarahkan korban melakukan transaksi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Tugas Akhir Edwin menempatkan penipuan melalui media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. 
Perkembangan tindak pidana berbasis media sosial menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik menyebabkan pembuktian tidak hanya berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dengan penggunaan sarana elektronik sebagai media terjadinya tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum di bidang teknologi informasi ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 
Meskipun demikian, Tugas Akhir menunjukkan bahwa penipuan melalui media sosial pada hakikatnya tetap memiliki karakteristik yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara umum. Unsur perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik dapat memiliki keterkaitan dengan konstruksi tindak pidana penipuan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Dengan demikian, penanganan perkara penipuan melalui media sosial memerlukan analisis yang cermat terhadap hubungan antara perbuatan terdakwa, alat yang digunakan, kerugian yang ditimbulkan, serta ketentuan pidana yang diterapkan. 
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika suatu perkara telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Putusan hakim tidak hanya menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim mempunyai kedudukan penting dalam memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang relevan. Tugas Akhir Edwin secara khusus menempatkan pertimbangan hukum hakim sebagai salah satu fokus utama penelitian. 
Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media sosial dan diperiksa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil penelitian, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. 
Dalam putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tugas Akhir menyatakan bahwa secara yuridis pertimbangan hukum hakim telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Namun, dari perspektif analisis penulis, pidana yang dijatuhkan dinilai belum setimpal dengan perbuatan terdakwa dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. 
Perbedaan antara ketepatan pertimbangan hukum hakim dan proporsionalitas putusan pidana tersebut menjadi persoalan yang menarik untuk dianalisis. Pertimbangan hakim dapat dinilai telah memenuhi aspek yuridis apabila didasarkan pada fakta persidangan dan pembuktian yang sah, tetapi putusan tetap dapat dikaji dari sudut keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, terutama berkaitan dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Tugas Akhir Edwin sendiri menggunakan teori tujuan hukum yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai unsur penting dalam menilai suatu putusan. 
Dalam konteks tersebut, analisis terhadap putusan hakim tidak semata-mata ditujukan untuk menilai apakah terdakwa terbukti bersalah, tetapi juga untuk melihat bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dan apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan hukum. Penilaian tersebut menjadi penting dalam perkara penipuan melalui media sosial karena penggunaan teknologi sebagai sarana kejahatan menghadirkan karakteristik dan dampak yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum.
Putusan pengadilan juga mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan membentuk standar penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis teknologi. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum dalam putusan harus mampu menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret yang terbukti di persidangan. Putusan yang demikian diharapkan tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serupa.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Fokus tersebut sesuai dengan dua rumusan masalah dalam Tugas Akhir, yaitu analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tersebut. 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai pentingnya pertimbangan hakim yang konsisten dengan fakta persidangan serta pentingnya penjatuhan pidana yang proporsional agar mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan efek pencegahan terhadap tindak pidana serupa.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media sosial, khususnya mengenai pertimbangan dan putusan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks.
Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus hukum (Legal Case Study), yang diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta putusan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta dan pertimbangan yang terdapat dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan objek utama berupa Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang menjadi objek kajian dan digunakan untuk memperoleh serta menganalisis data yang relevan dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan tindak pidana penipuan melalui media sosial serta putusan yang menjadi objek penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung serta mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial.
2.5 Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh disusun kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data yang relevan dengan ketentuan hukum dan fakta perkara untuk menjawab permasalahan mengenai pertimbangan hukum hakim serta analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Tugas Akhir secara eksplisit menggunakan analisis kualitatif dengan uraian deskriptif.
2.6 Batas Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks. Pembahasan tidak diarahkan pada seluruh bentuk tindak pidana siber, tetapi difokuskan pada konstruksi hukum, pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana, serta analisis terhadap putusan dan pidana yang dijatuhkan dalam perkara tersebut. Batasan ini sejalan dengan dua fokus utama penelitian Edwin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial
Pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendi merupakan alasan dan dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut harus disusun secara sistematis, logis, dan memiliki hubungan dengan alat bukti, pendapat ahli, doktrin, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam konteks putusan pidana, pertimbangan hakim menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada fakta konkret yang telah dibuktikan di persidangan. 
Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks, hakim memeriksa perkara berdasarkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, arah pertimbangan hakim difokuskan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tersebut. 
Dakwaan tersebut mengandung beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur setiap orang; unsur dengan sengaja dan tanpa hak; unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; serta unsur perbuatan berlanjut. Hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan. 
Terhadap unsur setiap orang, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa subjek yang diperiksa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa hadir dalam persidangan, membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan, serta mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga mempertimbangkan kondisi terdakwa dan tidak menemukan keadaan yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi. 
Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam konteks perkara ini, unsur tersebut dikaitkan dengan tindakan terdakwa menggunakan media sosial dan sarana elektronik untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Pertimbangan mengenai kesengajaan tidak berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan rangkaian tindakan terdakwa, cara perbuatan dilakukan, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan.
Hakim juga mempertimbangkan unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur tersebut merupakan inti dari perkara karena berkaitan langsung dengan penggunaan media sosial sebagai sarana melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dalam analisis Tugas Akhir, hakim dinilai telah menghubungkan unsur tersebut dengan fakta persidangan sehingga dapat menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. 
Fakta persidangan juga menunjukkan adanya kerugian yang dialami korban. Dalam perkara tersebut, salah satu korban mengalami kerugian sebesar Rp82.950.000,00, sedangkan korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp36.000.000,00. Fakta mengenai kerugian tersebut menjadi bagian penting dalam menilai terpenuhinya unsur akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 
Selain unsur perbuatan, hakim juga mempertimbangkan unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pembuktian unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perbuatan terdakwa yang menjadi satu kesatuan dalam konstruksi dakwaan. Dengan demikian, hakim menilai peristiwa secara keseluruhan berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, bukan hanya berdasarkan satu tindakan yang berdiri sendiri. 
Dalam membangun pertimbangannya, hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tugas Akhir menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara perlu mempertimbangkan aspek yuridis normatif, aspek filosofis, aspek sosiologis, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan dari berbagai aspek tersebut dimaksudkan agar putusan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat. 
Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, hakim pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melalui media sosial sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tugas Akhir menilai bahwa dari sisi pertimbangan hukum, hakim telah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku. 
Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks dapat dinilai telah diarahkan secara tepat kepada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian setiap unsur tindak pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan norma yang didakwakan, tetapi juga menghubungkannya dengan identitas terdakwa, alat bukti, keterangan para pihak, kerugian korban, dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. 
Namun, perlu dibedakan antara ketepatan pertimbangan dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan penilaian terhadap pidana yang kemudian dijatuhkan. Berdasarkan Tugas Akhir, aspek pertimbangan hukum dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan persoalan mengenai apakah pidana yang dijatuhkan telah proporsional dan mampu memberikan efek jera menjadi bagian dari analisis yuridis terhadap putusan yang akan dibahas pada 3.2. 
Dengan demikian, hasil penelitian pada bagian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim telah dibangun berdasarkan dakwaan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan fakta-fakta persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melalui media sosial. 
3.2 Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial
Putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana yang menentukan konsekuensi hukum terhadap terdakwa. Oleh karena itu, putusan tidak hanya harus didasarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tugas Akhir Edwin menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai bagian penting dalam menilai kualitas putusan hakim. 
Dalam perkara Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan tersebut berbentuk tunggal dan didasarkan pada Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana dirumuskan dalam perkara, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Dari perspektif yuridis, putusan tersebut memiliki dasar pembuktian karena hakim telah menguji unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tugas Akhir secara tegas menilai bahwa pertimbangan hakim telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. 
Aspek penting selanjutnya adalah pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan analisis Tugas Akhir, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 sebagaimana tercantum dalam amar putusan. 
Penjatuhan pidana tersebut dapat dipandang telah memenuhi konsekuensi hukum atas terbuktinya tindak pidana, tetapi dari perspektif proporsionalitas pemidanaan Tugas Akhir memberikan penilaian kritis. Menurut penulis Tugas Akhir, pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp10 juta belum setimpal dengan perbuatan terdakwa serta belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku maupun masyarakat. 
Penilaian tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan dampak kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Dalam perkara tersebut, terdapat korban yang mengalami kerugian sebesar Rp82.950.000,00 dan korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp36.000.000,00. Dengan demikian, nilai kerugian yang tercatat dalam perkara secara material jauh lebih besar daripada besaran denda yang dijatuhkan. 
Dari perspektif keadilan, pidana idealnya tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan akibat perbuatan terhadap korban dan kepentingan masyarakat. Dalam Tugas Akhir dijelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum dan bahwa putusan hakim idealnya mengakomodasi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan. Dengan demikian, ketika kerugian korban cukup signifikan, proporsionalitas antara perbuatan, akibat, dan sanksi menjadi salah satu aspek yang layak dievaluasi.
Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut telah memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa karena majelis menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sejalan dengan kesimpulan Tugas Akhir yang menilai bahwa pertimbangan hakim telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta persidangan. 
Namun, dari perspektif kemanfaatan dan efek pencegahan, Tugas Akhir menilai bahwa pidana yang dijatuhkan belum optimal. Kejahatan melalui media sosial memiliki karakter yang memungkinkan perbuatan dilakukan dengan relatif mudah dan dapat menimbulkan kerugian terhadap lebih dari satu korban. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya perlu memberikan konsekuensi terhadap pelaku, tetapi juga diharapkan mempunyai fungsi pencegahan agar masyarakat memahami adanya konsekuensi serius terhadap penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan. 
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara ketepatan putusan dari sisi pembuktian dan optimalitas putusan dari sisi pemidanaan. Dari sisi pertama, putusan memiliki dasar yang kuat karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui proses pembuktian di persidangan. Dari sisi kedua, Tugas Akhir menilai bahwa pidana dua tahun penjara dan denda Rp10 juta belum mencerminkan beratnya akibat perbuatan dan belum menghasilkan efek jera yang memadai. 
Analisis tersebut menunjukkan bahwa kualitas suatu putusan tidak semata-mata ditentukan oleh benar atau tidaknya hakim menyatakan terdakwa bersalah. Putusan juga perlu dilihat dari kesesuaian antara jenis dan berat pidana dengan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan. Dalam perkara ini, penilaian kritis terhadap berat pidana merupakan bagian dari upaya melihat apakah putusan telah mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Berdasarkan hasil analisis, putusan PN Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks telah memberikan kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan. Namun, dari perspektif keadilan dan kemanfaatan, Tugas Akhir menilai pidana yang dijatuhkan masih relatif ringan dibandingkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan dan kebutuhan memberikan efek jera. 
Oleh karena itu, secara yuridis putusan tersebut dapat dinilai benar dalam menetapkan kesalahan terdakwa, tetapi masih dapat dikritisi dari aspek proporsionalitas pemidanaan. Penilaian tersebut tidak berarti mengesampingkan kewenangan hakim dalam menentukan pidana, melainkan menunjukkan perlunya memastikan bahwa pemidanaan mampu merefleksikan keseimbangan antara kesalahan, akibat tindak pidana, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Putusan PN Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi pidana penjara 2 tahun dan denda Rp10 juta dinilai belum optimal dari perspektif efek jera dan kemanfaatan hukum. Temuan tersebut konsisten dengan kesimpulan Tugas Akhir yang merekomendasikan adanya sanksi yang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan melalui media sosial serta peningkatan sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum tindak pidana tersebut.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang”, “dengan sengaja dan tanpa hak”, “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, serta “perbuatan berlanjut” dan menyatakan seluruh unsur tersebut terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. 
2. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 telah memberikan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa. Namun, berdasarkan analisis Tugas Akhir, pidana tersebut dinilai belum setimpal dengan perbuatan terdakwa dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun masyarakat. Penilaian tersebut antara lain berkaitan dengan kerugian korban yang cukup besar, yakni masing-masing sebesar Rp82.950.000,00 dan Rp36.000.000,00. 
Dengan demikian, Putusan PN Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks telah memenuhi aspek kepastian hukum dalam pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi masih dapat dikritisi dari aspek proporsionalitas pemidanaan, keadilan, kemanfaatan, dan efek jera. Penjatuhan pidana dalam perkara penipuan melalui media sosial perlu mempertimbangkan secara seimbang kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, kerugian korban, dan kepentingan masyarakat agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal. Kesimpulan ini sejalan dengan Tugas Akhir yang menilai perlunya sanksi yang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan melalui media sosial.
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